BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketetapan MPR-RI Nomor XIMPR/l998 tentang Penyelcnggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
mengamanatkan agar aparatur negara mampu menjalankan tugas dan fungsinya
secara profesionia!, produktif, transparan dan bebas dasi KKN. Perwujudan nyata
dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fimgsinya sesuai dengan
yang diamanatkan oleh Tap MPR tersebut antara lain tercemmin dari
penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan
kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan. Dalam
menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara
dalam Hal ini dititik bertkan kepada aparatur pemerintah hendaknya memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebmuhaﬁ- dan kepuasan
penerima pelayanan, schingga dapat meningkaﬁ:an daya saing dalém pemberian
pelayanan barang dan jasa Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintah Dacrah, diharapkan memberikan
dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Dacrah memungkinkan
terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengau jalur birokrasi yang lebih ringkas
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lebih bersifat dueksnf yang hanya memperhatikan dan mengutamnakan |
kepentinmgan pimpinan/organisasi saja. masyarakat sebagai pengguna seperti
tidak memiliki kemampuan apapun untuk berkerasi, suka tidak suvka, mau tidak
mau, mereka‘ harus tunduk pada pengelolanya. Seharusnya, pelayanan publik
dikelola dengan paradigma yang bersifat suportif, dimana lebih memfokuskan diri
kepada kepentingan masayarakatnya. Pengelola pelayanan harus mampu bersikap
menjadi pelayanan yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani.

Dari sisi kelembagaan, kelemahan utama pelayanan publik terletak pada
disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemeberian
pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan
menjadi berbelit-belit dan tidak terkoordinasi. Terkait dengan itu,berbagai
pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah tersebut masih menimbulkan
persolan. Beberapa kelemahan mendasar antara lain: Pertama adalah kelemahan
yang berasal dari sulitnya menetukan atau mengukur output maupun kualitas dari
pelayanan yang diberikan.oleh pemerintah. Kedua, pelayanan pemerintah tidak
mengenal "bottom line" artinya seburuk apapun kinerjanya, pelayanan pemerintah
tidak mengenal istilah bangkrut. Ketiga, berbeda dengan mekanisme pasar yang -
memiliki kelemahan dalam memecahakan masalah cksternalities, organisasi
pelajranan pemerintah manghadspi masalah berupa internalities artinya, organisasi
pemerintah sangat sulit mencegah pengaruh nilai-nilai dan kepentingan para
birokrat dari kepentingan umum masyarakat yang scharusnya dilayaniﬁy&

Sementara karaketeristik pclayé’nan pemerintah yang sebagian besar
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menjadikan lemahnya perhatian pegelola pelayanan publik akan penyediaan
pelayanan yang berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini menjadikan sebagian
pengelola pelayanann memafaatkan unh:k-mengémbil keuntungan pribadi , dan
cenderung mempersulit prosedur pelayananya. Akibat pmméslaahan tersebut, citra
. buruk pada pengelol_aan pelayanan publik masih melekat sampai saat ini sehingga
tldak ada kepercayaan masayatakat pada pengélola pelayanan,

Kenyataan ini merupakan tantangan yang harus-'segera diatasi terlebih
pada cra persaingan bebas pada saat ini. Profesionalis dalam pengelolaan
pelayanan publik dan pengembalian kepercayaan masayarakat kepada pemrintah
harus diwujudkan ‘dengan melihat masih buruknya kinerja pelayanan publik
dinegara kita ini kiranya harus dicarikan jalan keluar yang terbaik anatar lain
dengan memperhatikan gap-gap/ kesenjangan-kesenjangan tersebut -diatas dapat
diminimalisi sebingga ke depan kinerja pelayana publik diharapkan dapat
memenuht keinginan masyarakat yaitu terciptanya pelayan publik yang prima.

Banyak contoh buruknya pelayanan publik yang terjadi di Indonesia, salah
satunya pelayanan buruk di Rumah Sakit atau pelayanan kesebatan masyarakat.
Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa masyarakat pengguna. pelayanan
kesehatan pemerintah maupun swasta semakin menuntut pelayanan yang bermutu,
budaya pelayanan yang profesional dan tidak pandang bulu. Disamping peralatan
dan perlengkapan serta sarana rumah sakit yang harus diperhatikan., tenaga
keschatan harus terus menerus di perbabarui, seiring demgan perkembangan
saman. Masalah keschatan merupakan masalsh Nasional yang tidak terlepas dari
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Oleh karenanya dikatakan "Health: is. ot everything, but without health
everything is nothing (keschatan memang bukan segala - galanya, namm tanpa
keschatan segala - galanya menjadi tidak berarti ). Kita tahu bahwa lahir rejeli
dan mati itu adalah kekuasaan Tuhan, YME, dan sakit atau gangguan kesehatan itu
juga bersifat alamiah artinya sctiap manusia pasti mengalami gangguan kesehatan'
karena faktor usia, atau karena hasil interaksi manusia dengan lingkungan
hidupnya.

Visi yang ingin dicapai melalui pembangunan keschatan dirumuskan
sebagai Indonesia Sehat 2010 .antara lain lingkungan yang diharapkan adalah
lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan yang sesuai untuk hidup.
schat, lingkungan yang bebas polusi, terseduanya air bersih, sanitasi lingkungan
yang baik dan pemukiman yang sehat. Perilaku masyarakat Indonesia Sehat 2010
adalah perilaku pro akiif umuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta
berpaus:pasn aktif dalam gerakan keschatan masyarakat, dan mamu menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu.

Gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui
pembangunan. kesehatan adalab masyarakat, bangsa, dan negara yang ditandat
oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat,
memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang. bermutu
secara adil dan merata, serta memiliki derajat keschatan yang setinggi-tingginya di-
selurub. wilayah Republik Indonesia. Gambaran pembangunan kesehatan terscbut
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Visi tersebut telah, tigs tahun yang Iah; ‘berhasil . dirumuskan oleh.

Departemen Kesehatan R} yang mestinya telah dijabarkan kedalam program kerja

yang lebih bersifat operasional untuk mencapai visi itw. Beberapa tahun lagi kita ..

akan mencapai tahyn 2010, dan saat ity kita tenty akan menyaksikan bersamg

apakah gambaran tersebut akan . menjadi kenyataan? Namup yang perlu. kita .

renungkan visi Idonesia sehat 2010 sebenarnya visi siapa? Bila ity merupakan
visi Departemen Kesehatan R saja atau yang dmnnuskanhanya oleh beberpa
pejabat saja sedangkan dalam cita Citanya adalah masyarakat Indonesia yang
mempunyai kesadaran, kemauan dan kMpm ‘untuk hidup sehat. 1

" Pertanyaanya berikutnya adalah bagaimana masyarakat Indonesia ikut
merasa meiliki terhadap visi ity karena ja ditempatkan sebagai subyek yang harys
berubah. Namun Jika ity adalah perwujudan dari visj bangsa Indonesia,
pertantyaanya adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat/bangsa Indonesia ini
terlibat dalam merumuskan visj itu sehingga mereka Jjuga punya komitment untuk
merealisasikan visi tersebut. Bila kita lupakan saja’itu visi siapa yang jelas seperti

yang saya uraikan sebeluninya baha status kesehatan bangsa Indonesia merupakan |

resultanste upaya bersama, maka yang harus kita upayakan adalah bagaimana visi
Indonesia 2010 sehat, itu menjadi milik dan bagian dafam kehidupan bangsa
Indonesia. Tanpa masyarakat dan sektor lain merasakan ite, maka komitmennya
untuk ikut mewnjudkan vis; tersebut juga akan lemah, karena untuk mewujudkan
visi dxbumhkzm komitmen semua pibak-  (stakeholder).
Akhimya kita sebagai bangsa indonesia pertlulah meremmg sejenak muk
membayangkan dapatkai visi mulia "Indonesia Sehat 2010 * iy akan terwujud.




Tentunya kita tidak berharap bahwa pada saatnya nanti visi itu akan menjadi
sekedar jargon yang terlewatkan dan terlupakan begitu saja. Sementara dunia telah
metapkan status kesehatan masyarakat menjadi salah satn komponen Human
Development Index ( HDI ) yaitu indikator kemajuan kualitas SDM suatu
bangsa.’
Sesuai dengan Keputusan Mentri Kesehatan RL  Nomor
1457/MENKES/SK/X/2003 tentang standar Pclayanan Minimal Bidang
Keschiatan Di Kabupaten/Kota sesuai dalam BAB I pasal 4, ayat (1)
Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota dan masyarakat; (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai
Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud. ayat(1) secara operasional
dikoordinasikan oleh Dinas Keschatan Kabupaten/ Kota; (3) Penyelenggaraan
pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga
dengan kualifikasi dan kompetensi vang dibutubkan.’
Pada tahun.1953 di daerah perumahan rakyat desa Trirenggo, kecamatan
Bantul, Kabupaten Bantul didirikan rumah sakit darurat. Ide pendirian tersebut
sebenamya timbul sejak tahun 1950, atas dasar pemikiran Pemerintah Dacrah
KabupateantulbersamaDmasKwehatanRakyat Pada waktu didirikan rumah
sakit tersebut, di Kabupaten Bantul Sudah ada Balai Pengobatan dan Balai

3 Achmad Sujudi Mph, “Indoncsia Schat 2010 Tingkatkan Kualites Hidup Masyarakat”

hﬂpJ/www google.com
Kepumsan Mentm K&whatan RI Nomor. 1457/Menkes/SK/X/2003 Tentang Pelayanan
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Keschatan Ibu dan Anak (BKIA). Balai Pengobatan terscbut tersebar di tujub.
belas kecamatan yang ada.

Alasan pendirian rumah sakit adalah karena di Kabupaten Bantul belum.
ada rumah sakit. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta letak geografis
yang memungkinkan timbulnya berbagai jenis penyakit. Di samping itu. juga
melihat kenyataan banyaknya penduduk yang menderita penyakit busung lapar
(honger oedeem). Keadaan seperti inilah yang menggugah para insan Pemerintah -
Dacrah dan Dinas Kesehatan Rakyat setempat untuk mendirikan rumah sakit.

Pada tahun 1956, umah sakit yang semula merupakan rumah sakit
darurat, kemudian divbah menjadi rumah sakit pembantu. Keadaan tersebut terus
berkembang dan maju, sehingga pada tahun 1957 mumah sakit tersebut resmi
menjadi Rumah Sakit Umum. Semenjak itu kemajuan dan perkembangannya
semakin pesat, baik dalam jumlah tenaga, sarana fisik maupun pelayanan yang
diberikan, Ini tefbukti dengan didirikannya klirik THT dan kamar operasi sebagai
pelayanan pembedahan.

Pada tahun 1978 berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah
‘Departemen Kesehatan Propinsi Dacrah Istimewa Yogyakarta Nomor
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B. Pemmm Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, penmasalahan yang dibahas dalam--
penelitian ini kami fuomuskan dalam suatn perumusan masalah, yaitw:
Bagaimonakah Kinerja Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah sakit
DaerahPanembahan Senopati Kabupaten Bantul Dalam persepsi pasien ?

C. Kerangka Dasar Teori
Kerangka dasar teori merupakan bagian yang menjelaskan variabel-
variabel dan hubungan-hubungan antar variabel yang berdasarkan pada konsep
atau definisi tertentu. Dibagian ini dikemukakan teori-teori yang merupakan acuan
bagi penélitian yang dilakukan. Dengan demikian dalam penelitian ini teori yang
akan dikemukakan adalah sebagai beri
1. Kinerja
a. Pengertian
Dalam bahasa inggris padanan kata untuk istilah kinerja yakni
“performance” menurut The Scribner Batam English Dictionary 1979, kinerja
berasal dari kata “to perform” yang mempunyai arti beberapa istilah “entries”
sebagai berikut 3
‘a. Melakukan, menjalankan, melaksanankan
b. Meménulii atau menjalankan kewajiban dalam suatu organisasi
¢. Menggambarkan suatn karakter dalam suatu organisasi

* d. Menggambarkan dengan sarana atau alat musik




e. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggungjawab .
f ‘Melakukan usaha kegiatan dalam suatu permainan
g. Memainkan (pertunjukan musik)
h. Melakukan suatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.
Dalam kaitanya dengan kinerja, mak-a,entﬁes yang paling tepat adalah
{abe dan g), yakni melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuat
dengan tanggur.gjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.6
Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh sescorang atau
sekefompok orang dalam suafw orgamisasi sesuai dengan -wewenang dan
tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi
bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan normal
maupun etika. |
Jadi pengertian kinerja adalah yang telah dicapai oleh seseorang untuk
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam suatu organisasi terdapat
suam tim yang diharapkan dapat bekerjasama untuk mencapai misi dan tujuan
organisasi’
b. Faktor faktor yang mempengarihi kinerja dan produktifitas suate
tim.
Menurut Fandi Tjiptono ada tiga faktor yang saling berkaitan
mempengamhilcinen;iaclanprodu!ctiﬁtassuatutimyait'u:7
1. Organisasi secara keseluruhan

a. Filosopi organisasi

S Ibid bal 2



b. Penghargaan (reward) dan bagaiman pengelolanya
c. Harapan

d. Norma
2. Tim itu sendiri
a. Manajemen periemuan
b. Peranan dengan tanggung jawab
c. Manajemen konflik
d. Prosedur operasi
¢. Pemyataan misi
3. Para individu anggota tim
a. Keadaan diri
b. Spresiasi terhadap perbedaan individual
c. Empati
d. Perhatian
Dengan demikian, maka kunci pokok keberhasilan kerjasama tim terletak
pada harmonisasi dan kolaborasi antara individu tim dan organisasi dalam
menjalin hubungan yang sinergis dan mutalis
¢. Aspek aspek yang mempengarubi prestasi kinerja
Penilaian terhadap bagaimana aktivites dan proses diselenggarakan
merupakan dasar yang melandasi usaha untuk meningkatkan kemampuan
perusahaan. Pengukuran kinerja aktivitas di disain untuk menilai bagaimana
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menduduki peranan penting dafam organisasi, Kinerja-atau. prestasi yang diraih
oleh suatu organisasi dapat dilihat dar; beberapa aspek sebagai berikut: 8
L. Aspek Produktifitas (Productivity)
Perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output) apabila
keluaran atau basilnya lebik besar daripada masukan atay
ongkosnya maka kondisi ini disebut efisicn,
2. Aspek Kualitas (Quality of service)
Merupakan efektifitas pelayanan yang diberikan oleh ‘organisasi
kepada repesepiennya. Dengan kata lain menyangkut aspek quality
of service ada lima dimensi kualitas pelayanan menurut Philip
Kolter anatar lain scbagai berikut: °
a. Dapat diraba
Yaite penampilan fisik, peralatan, personal, dan. media
komunikasi
b. Andal
| Yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan
dengan cepat dan terpercaya
. Ketanggapan
Yaitn  kemampuman umtuk  membanty masyarakat  dan
memperbaiki jasa yang ceppat atau tanggap
- - d. Keyakinan
Yaitu keyakinan masyarakat terhadap penyelesaian pekerjaan

® Ulung Pribadi 1999 “Dikzar Pengenbangan Organisasi Punhik” Yogyakarta:-UMY
® J.Supranto & Philip Kolter 1094 “Pengukuran Tingkat Kepudsan Pelanggan”
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e. Empati

Yaitu syarat untuk peduli membéeri perhatian pribadi bagi

masyarakat

Responsivitas (Responsiveness)
Dapat diartikan scbagai daya tanggap ataw respon para pengelola
organisasi terhadap kebutuban dan keininan para klien atau
masyarakat sasaran. Daya taﬁggap ini maksudnya scbagai respon
terhadap kebutuhan klien dan pencrapan peraturan yang benas.

Responsibilitas (Responsibility)
Dapat diartikan sebagai suatu kondisi administrasi dan kebijakan
serta program-program scbagai kemantapan sistem pekerjaan dan
keahlian yang dimiliki oleh para pengellola organisasi. Program
yarig baik disimi dimaksudkan dalam arti luas s¢bagai kemantapan
sistem pekerjaan dan keahlian yang dimiliki oleh ara pengelola
organisasi.

Profesionalisme (Profesionalisme)
Aspek ini merujuk pada sifat dari suaty pekerjaan yang
membutuhkan kﬁmpetensi atan keahlian telnis yang harus dimiliki.
oleh para pengelola organisasi. Profesionalisme menjadé spatu
kebutuhan vang tidak dapat dihindari oleh para pengelola
organisasi, karena semakin bertambahnya kompleksitas masalab-

. e .- I 2 4 i ccmccommalend  Ane  nasanldw  coanamb



6. Akuntabilitas (Accountability)
Dapat diartikan sebagai suatu pertanggnmawai:an dari pengelola
organisasi terhadap apa-apa yang telah dilaknkan- kepada
stakeholder (pihak-pihak yang berkepentingan). Hal ini mengarah
pada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan
dievaluasi oleh kalangan yang terkait atau menilai dengan
kepentingan organisasi itu.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan akuntabilitas serta jembatan antara perencanaan
strategik dan akuntabilitas. Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika
terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang
mengarah pada pencapaian misi. Tanpa adanya pengukuran kinerja sulit dicari
pembenaran yang logis untuk pencapaian misi organisasi/instansi. Sebaliknya
dengan disusun perencanaan strategik yang jelas, perencanaan operasional dapat
diukur, maka diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang

memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program berhasil atau tidak.

2. Pelayanan Publik
a. Pengertian

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan scbagai scgala

'bentuk jasa pelayanan, baik datam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
.pada prinsipnya menjadi tanggung - jawab dan dilaksanakan olch Instansi
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atau Badan Usaha Milik Dacrah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat -
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. '

Pelayanan publik adalah merupakan suatu pelayanan yang diberikan dan
dikelola oleh kewenangan negara, yakni pelayanan yang sebagian besar didanai
oleh income pemerintah dan-dikontrol secara langsung maupun tidak langsung
oleh politisi yang dipilih, dimana bertujuan untuk lebih meningkatkan
kesejahteraan masyarakat daripada hanya mengejar keuntungan semata.

Memuut Moenir, pengertian pelayanan umum atan pelayanan publik
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atan sekelompok orang
dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu
dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan
haknya.”

Pelayanan publik merupakan persoalan yang cukup kompleks yang tidak
bisa disamakan dengan organisasi lainnya.

Sesuai dengan Keputusan MENPAN :Nomor 63 Tahun 2004, Hakekat
pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang
merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Adapun asas -pelayanan publik adaloh tranparansi dan akuntabilitas. Dalam
menyelanggamakan pelayanan publik yang baik harus menggunakan prinsip
pelayanan publik antara lain: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi,
keamanan, {anggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, km akses, -
kedisipilinan, kesopanan, keramahan, serta kenyamanan. Ada beberapa faktor

° Diktat Kutish, “Manajemen Polayanan Publik”, Semester V, 2004
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berfungsi sebagai tata cara atau..tata kerja agar pelaksanaan pekerjaan .dapat
berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik.
d. Faktor Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan yang diperoleh sescorang dam
organisasi tempat seseorang itu bekerja yang berkaitan dengan kedudukan dan
perannya dalam organisasi, sehingga imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah
dicurahkan kepada organisasi.
¢. Faktor Kemampuan Keterampilan
Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan
tugas/pekerjaan berarti dapat melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan
barang dan jasa sesuai dengan yang diharapkan Sedangkan keterampilan adalah
kemampuan melaksanakan tugas/pekerjaan dengan menggunakan anggota badan
dan peralatan kerja yang tersedia.
f. Faktor Sarana Pelanggan
Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain
yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan pekerjaan dan .
berfungsi sosial dalam rangka untuk kepantingan orang-orang yang sedang
berhubungan dengan organisasi itu.
Sesuai dengan pengertian, hakekat, asas, prinsip serta faktor pendukung
pelayanan publik yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil tujuan

pelayanan umum atau pelayanan publik adalah untuk kepentingan umum,
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mengarahkan, membimbing serta menciptakan-suasana yang menunjang dan
mendukung kegiatan masyarakat serta untuk memenuhi persyaratan pelayanan.
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ada beberapa hal yang
periu diperhatikan
b. Standar Pelayanan Publik
Setiap penyelenggaraan pelayapan publik harus memifiki standar
pelayanan dan publikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi pencrima
pelayanan, Standar pelayan publik merupakan ukuran yang di bakukan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib di taati oleh. pemberi dan atau
penerima pelayanan. Menmurut Keputusan' MENPAN Nomor 63 tahun 2004,
standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
a. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
termasuk pengaduan.
b.Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
c¢. Biaya pelayanan
Biaya / tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam
proses pemberian pelayanan.
d. Produk Pelayanan
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Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat
yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai
keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis
pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu di satu
atapkan.
ii. Terpadu satu pintu
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat
yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memilki keterkaitan
proses dan dilayani melalui satu pintu
d. Gugus tugas
Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus
tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemerian

pelayanan tertentu.

d. Biaya Pelayanan Publik
Di dalam Keputusan Menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor 63
tahun 2004 dismanatkan agar penetapan besaran biaya pelayanan publik perlu
mempeshatikan hal-hat sebagai berikut :
a. ‘Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat
b. Nilai/harga yang berlaku atas barang dan atau jasa
c. Rincian biaya barus jelas untuk jemis elayanan publik yang
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d. Di tetapkan oleh-pejabat yang berwenang dan memperhatikan prosedur
sesuat ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pelayanan Khusus

Penyelenggaraan jenis pelayanan publik tertentu seperti i)elayanan
transportasi, keschatan, dimungkinkan untuk memberikan penyelenggaraan
pelayanan khusus, dengan ketentuan seimbang dengan biaya yang dikeluarkan-
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti
ruang perawatan VIP-di rumah sakit, dan gerbong eksekutif kereta api (keputusan
MENPAN Nomor 63 Tahun 2004).

f. Tingkat Kepunasan Masyarakat

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat-
kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila
penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan
diharakan. Oleh karena itu erat kaitannya dengan tingkat kepuasan masyarakat,
keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap
penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei indeiss kepuasan
masyarakat,

Kefuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil.
yang dirasakan dengan harapannya. Dengan adanya persaingan diantara produsen
yang semakin ketat, dimana banyak rodusen menawarkan barang dan jasa untuk




memenuhi kebutuban dan keinginan pelanggan, schingga dengan banyaknya
produsen menawarkan barang dan jasa.

Untuk menciptakan kepuasan pelayanan sebuak rumah sakit, maka rumah
 sakit tersebut harus menciptakan dan mengelola snatu sistem untuk memperolch
pelanggan yang lebih banyak dan kemampuan untuk mempertahankannya. **

Sedangkan Philip Kolter merinci adanya lima dimensi kualitas pelayanan.
Adapun lima dimensi kualitas pelayanan ditinjau dari tingkat kepuasan pelanggan
adalah sebagai berikut
Keandalan (Reliability)

Kemampuan untuk memberikan jasa sesuai yang dijanjikan Disini
bearti kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan artinya harus tepat
wakty, pelayan yang sama untuk semua pelanggan dan tanpa adanya
kesalahan,

b. Daya Tanggap (Responsif}
Kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat
kepada pelanggan

¢. Keyakinan (Confidence)
Pengetabuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk
menimbulkan kepercayaan dan keyakinan

d. Jaminan (Assurance)
Kemampuan pemberi layanan untuk melakukan pendekatan,
memberikan perlindungan, senta berusaha unruk mengetahui keinginan
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dan kebutuhan konsumen (syarat untuk peduli memberikan perhatian -
pribadi pelanggan

e. Bukti Fisik (Tangibels)
Penampilan fisik dari sarana dan prasarana yang dapat diandalkan,
keadaan lingkungan sekitar adalah bukti dari pelayanan yang diberikan

oleh pemberi pelayanan.

3. Pelayanan Keschatan

Sechat adalah sesuatu keadaan yang prima meliputi tidak hanya fisik,
mental maupun sosial melainkan diartikan pula bebas dari sakit maupun cacat.
Selanjuinya Hanlon (1964) dalam Maryati Sukami (1994) menyatakan bahwa
sehat itu mencakup kgadaan din seseorang secara menyeluruh untuk tetap
mempunyal kemampuan melakukan tugas. fisiologi mavpun psikologi penuk
Didalam UU No.9Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan, pasal 2 disebutkan
bahwa kesebatan ialab meliputi keschatan badam, rohaniah (mental), dan sosial
dan bukan hanya bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.

Sedangkan definisi kesehatan berdasarkannaskahakademlk Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Keschatan (1984)
dalam Maryati Sukamni (1994) disebut sehat atau kesehatan adath yang bebas dari
penyakit, cacat dan kelemahan yang memungkinkan setiap individu hidup
produktif secara sosial, ekonomi dan intelektual.

Dari definisi-definisi schat atau keschatan yang telsh dipaparkan diatas,

- a B as sl - » P, 1. V.. . e



instansi keschatan. tertentu kepada masyarakat umum untuk mencapai suatu
keadaan yang’ prima meliput, fisik, mental, serta bebas dari sakit atan cacat.
Dengan demikian derajat kesehatan yang optimal "dapat terwujud. Derajat
keschatan sendiri pada hakekatnya dipengaruhi empat factor penentu, yaitu faktor
bawaan, pérayaﬁan keschatan, perilaku dan faktor lingkungan (fisik, biologis,
kemasyarakatan).

Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam penyelcnggaraan pelayanan
kesehatan:

1. Institusi pelayanan kesehatan harus diselenggarakan oleh suatu
perusahaan patungan dengan perusahaan Indonesia milik Warga
Negara Indonesia (WNI):

2. Semua tenaga medis pelayanan kesehatan adalah WNI yang harus
mempunyai sertifikasi, registrasi dan lisensi dan bekerja sesuai
standar pelayanan kesehatan sesuat peraturan yang berlaku.

3. Jabatan Direksi (CEO) dari perusahaan milik asing harus WNI,
sedangkan jabatan tertentu seswai aturan yang berlaku dapat
diduduki warga negara asing

4. Pengpunaan tenaga kerja asing hanya scbagai konsultan
manajemen dengan izin/rekomendasi Menteri- Kesehatan dan barus.

memenubi  persyaratan kualifikasi sebagai konsultan sesuai
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5. Fungsi sosial penyelenggaraan rumah sakit dan laboratorium klinik. |
sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlak:

a. Menyediakan.'fasilitas pelayanan keschatan bagi pasién tidak
mampu sesuai peraturan yang berlaku.

b. Menyelenggarakan pelayanan gawat darurat selama 24 jaﬁl
tanpa dipungut uang muka dahulz baik pasien mampu atan
tidak mampu.

¢. Tkut membantu pelaksanaan program Pemerintah dibidang
keschatan masyarakat.

d. Di bawah koordinasi Dinas Kesehatan setempat dan Rumah
Sakit Pemerintah di wilayahnya.

6. Harus mempunyai Izin Operasional dari Departeman Keschatan.
7. Dalam rangka PMA harus berpatungan dengan Perusahaan

Nasional dengan kepemilikan saham asing 49% pada tahun 2005

dan akan ditinjan kembali tahun 2005 (hanya berlaku bagi

permohonan baru).
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Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Pendirian dan
Penyelenggaraan Rumah Sakit

Penyelenggaraan Rumah Sakit harus sesuai dengan sistem. pelayanan
keschatan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

Fungsi rumah sakit ialah:

a. Menyediakan dan menyelenggarakan:

1) pelayanan medis;

7) pelayanan penunjang medis dan non medis;

3) pelayanan asuhan keperawatan;

4) pelayanan rehabilitast,

5) pelayanan rujukan;

6) pencegahan penyakit dan peningkatan keschatan.

b. Scbagai tempat pendidikan atau pelatihan tenaga medis dan
keperawatan. Untuk menjadi rumsh sakit pendidikan harus
diakreditasi sesuai dengan jenis pendidikan yang diadakan.

"¢. Dapat sebagai tempat penclitian pengembangan ilmu dan teknologi
bidang keschatan. Setiap penelitian yang dilaksanakan harus
sesual dengan etik dan ketentuan yang berlaku.

Lokasi pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit dalam rangka
PMA berdasarkan analisa kebutuhan pelayanan keschatan dan studi kelayakan.
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Mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan untuk :
memperoleh rekomendasi pendirian rumah sakit PMA dengan
melampirkan studi kelayakan.

. Berdasarkan penilaian studi kelayakan Departemien Kesehatan c.q.

Direktorat Jenderal Pelayanan Medik mengeluarkan surat
rekomendasi pendirian rumah sakit PMA.

Atas dasar rekomendasi Departemen. Keschatan selanjutnya
pemohon mengajukan Surat Persetujuan Pepanaman Modal ke
BKPM.
BerdasarkansmatpersémjuanBKPMmakaDepanemcnKesehﬂtan
dapat mengeluarkan izin sementara yang berlaku selama 2 tahun.
Setelah sarana, prasarana, peralatan dan tenaga memenuhi syarat,
pemilik mengajukan izin operasional ke Departemen Keschatan
c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.

Berdasarkan permohonan tersebut Departemen Keschatan
melakukan pemeriksaan untuk kelayakan operasional.
DepartemenKeschatanmengeluarkan izin
operasional/penyelenggaraan sementara selama 2 tahun bila belum
memenuhi syarat. Bila telah memenuhi syarat diberikan izin
penyelenggaraan tetap selama 5 tahun,

Untuk mendapatkan perpanjangan izin penyelenggaraan rumah
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i. Rumah sakit diwajibkan membuat rencana rekruitmen tenaga
medis.

j- Wajib mengikuti program akreditasi rumah sakit dan: pelayanan
peningkatan mutu.

k. Memiliki tenaga tetap pada setiap kategori ketenagaan yang terdiri -
dari tenaga medis, keperawatan dan tenaga non medis dengan
jumlah tenaga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Definisi Konsepsional
Merupakan suatu pengertian dari gejala atas sesuatu yang menjadi pokok
perhatian. Definisi Konsepsional dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang
jelas untuk menghindari kesalahpahaman' terhadap pengertian atau bahasan
tentang apa yang ada di dalam pokok pembahasan.
1. Kinerja
Adalah ussha yang dicapai oleh seseorang yang diharspkan dapat
bekerjasama untuk mencapai misi dan tujuan organisasi tertentu.
2. Pelayanan Publik
Adalah sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang
publik maupun jasa publik yang-pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, chDaemh dan dil lingkungan
Badan Usaha Milik Negara atan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka
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3. Pelayanan Keschatan
Adalah sesuatu keadaen yang prima meliputi tidak hanya fisik, mental
maupun sosial melainkan d:amkanpula bebas dari sakit maupun cacat.

E. Definist Operasional
Adalah unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara mengukur
suatu variabel atau semacam petunjuk pelaicsana bagaimana cara mengukur suata
variabel untuk mempermudab penelitian. Menurut Koentjaraningrat yang
dimaksud dengan definisi operasional adalah “Usaha mengubah konsep-konsep
yang berupa construck dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau
gejala yang dapat dituju dan di tentukan oleh orang lain™"
Indikator-indikator yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai petunjuk
dalam engukur suatu variabel adalah sebagai berikut:
Kinerja Pelayanan Rumah Sakit
Kinerja atan prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat
dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut; *
1. Aspek Produktifitas (Productivity)
a) Kepercayaan pasien terhadap rumah sakit.
b) Rincian biaya yang dikeluarkan pasien
c) Besar biaya yang dikeluarkan pasien
2. Aspek Kualitas (Quahty of service)
a) Kemudahan dalam mengurus kepentingan

13 ¥ oentjaraningrat 1994 “Metade-mesode penelitian Masyarakat " Jakarta: PT Gramedie. hal 175
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b) Keng}amanan ruang opname dan ruang tunggu
¢) Kelengkapan Peralatan medis, Laboratorium, ruang periksa dan
UGD
d) Kuahtas tenaga medis
e) Kebersihan lingkungan dan ruangan Rumah Sakit
f) Kelengkapan Obat yang tersédia di Apotik
g) Ketenangan ruangan |
3. Responsivitas (Responsiveness)
a) Cara menanggapi keluhan masyarakat
b) Kecepatan pelayanan
¢) Keramahan petugas
4. Responsibilitas (Responsibility)
a) Urutan prosedur administrasi pemeriksaan
b) Waktu praktek pelayanan/tenaga medis
5. Profesionalisme (Profesionalisme)
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F. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan suatn kegiatan ilmiah yang sistematis, mempunyai
tujuan tertentu dengan ﬁenggunakan metodologi yang tepat, dimana data yang
dlkumpulkan barus ada relevansinya dengan masalah yang dihadapi, baik atau
tidaknya tindakan dari hasil suatu kegiatan penelitian tergantung ada bagaimana
teknik-teknik pengumpulan data memperoleh bakan-baban yang relevan dan.
akurat.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,'? yaitu penelitian yang
menjelaskan permasalahan penelitian yang didasarkan pada data verbal dan tidak
menggunakan angka-angka kuantitatif untuk ditarik sebuah kesimpulan penelitian.
Dalam penclitian ini menggunakan pemikiran yang bersifat deduktif yang
didasarkan pada teori. atau konsep yang bersifat umum. diaplikasikan untuk
menjelaskan tentang séperangkat data atan menunjukkan kompatasi atan
hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Penelitian ini akan
menggambarkan secara rinci tentang keadaan sesungguhnya dari obyek penelitian,
yang didasarkan pada masalah yang dianggap bersifat umum ke khusus.

2. Alasan pemilihan judul

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah-Sakit Umum Dacrah Panembaban

Senopati Kabupaten Bantul Propinsi Dacrah Istimewa Yogyakarta guma

mengetahui persepsi pasien terlmdép Kinerja Pelayanan Kesehatan: Masyarakat




Rumah Sakit Umum Daerah Panembaban Senopati, karena- Rumah sakit Umum
Daerah Panembahan Senopati memiliki keterbatasan medis, peralatan atau
perlengkapan, kebersihan, serta fasilitas-fasilitas penunjang terlaksananya
pelayanan keschatan.
3. Unit Analisa
Karena penelitian ini akan mengkaji Kinerja Pelayanan. Kmehatan
Masyarakat Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Dalam Perspektif Pasien
maka unit analisa dalam penelitian ini adalah
a. Pimpinan RSD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Profinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Staf/pegawai/perawat RSD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
c. Pasien/ masyarakat pengguna RSD Pancmbahan Senopati Kabupaten
Bantul Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Jenis Data
a. Data Primer: Data yang diperoleh melalui wawancara dengan
Pimpinan beserta pegawai RSD kabupaten Bantul yang terlibat secara
langsung dengan aktifitas yang dihadapi dalam penelitian_
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, makalah
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¢} Kuisioner

Teknik ini merupakan metode pengumpulan data dimana. penyusnia
menggunakan dafiar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Adapun
responden dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum
Daerah Sungai Dareh Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Profinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta beserta keluarga. Tujuan dari penggunaan kuisioner. ini
adalah untuk memperoleh keterangan dari pasien dan keluarganya tentang
pelayanan yang telah dibenikan oleh pihak Rumah Sakit.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur uruian data, mengorganisasikannya
ke dalam suatw pola, kategori dan satvan urutan dasar. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuﬁliratiﬁ schingga analisa
tersebut berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data
dan informasi yang ada. Namun dalam uraian selanjutnya tidak menutup,
kemungkinan jika ditampilkannya data yang bersifat kuantitatif sebagai penunjang
pengelolaan data kuaiitatif. ‘

Metode kualitatif adalah - prosedur penclitian yang menghasilkan data
desknpnf berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang
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diamati."” Teknik analisa yang dilakukan adalah analisa kualitatif. Yang dimaksud
analisa kualitatif menurut Koentjaraningrat adalah “data yang dikumpulkan itu
berupa studi kasus dan bersifat monografis, mudsh diklarifikasikan dan jumiahnya
sedikit?® Dimana data yang diperoleh diklarifikasikan, ‘digambarkan dengan
kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya
menganalisa sesuai dengan obyek yang d’iieliti dan menginterprestasikan data atan
dasar teori yang ada serta untuk menilai makna yang bersifat menyeluruh. Data
terscbut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumen pribadi,
dokumen resmi dan lain sebagainya untuk memperoleh keabsahan data penelitian.

Serta menggunakan tabel sederhana, Tehnik yang digunakan untuk
menganalisa adalah sebagai berikut :

F
P=—x 100%

n

keterangan :
P = Prosentase
F = Frekuensi atan banyaknya jawaban
n = Jumiah responden

Skala indeks yang digunakan amlah

19 53,
. ibid hal 103
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Untuk memenuhi interval digunakan ketentuan sebagai berikut :
“nilai interval adalah selisih antara nilai skor tertinggi dengan skor
terendah dibagi dengan jumiah kemungkinan jawaban yang diajukan”.
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